
Universitas Indonesia Library >> UI - Skripsi Membership
 
Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa
Tanah Ulayat di Minangkabau (Studi kasus di Nagari Sulit Air,
Kabupaten Solok) = Role of Kerapatan Adat Nagari (KAN) in the
process of customary land dispute resolution at Minangkabau (Study
cases Nagari Sulit Air, Kabupaten Solok)
Mifta Nur Rizki, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20346677&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Suku Minangkabau yang bermukim di Sumatera Barat dikenal memiliki sistem kekeluargaan Matrilineal,

yaitu menarik garis keturunan dari pihak perempuan serta mengutamakan hak-hak perempuan dibanding

dengan hak-hak yang diperoleh laki-laki, tidak terkecuali dalam hal pengelolaan Pusako. Salah satu bentuk

Pusako adalah tanah ulayat. Dalam masalah tanah ulayat ini, sering terjadi permasalahan sengketa antar

masyarakat di Minangkabau. Penyelesaian sengketa ini, salah satunya dilakukan melalui Kerapatan Adat

Nagari yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari Sebagai Kesatuan

Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat. Hal tersebut menarik untuk

diteliti, dengan pokok permasalahan bagaimanakah peranan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan

masalah atau sengketa tanah ulayat di Minangkabau khususnya di Nagari Sulit Air. Metode penelitian yang

digunakan melalui pendekatan yuridis-sosiologis didasarkan pada data primer dan data sekunder. Dari hasil

penelitian didapat bahwa Peranan Kerapatan Adat Nagari Sulit Air sudah melemah dan mengalami

kemerosotan.

<hr>

Minangkabau tribe who settled in West Sumatra recognizes the Matrilineal kinship systems, which draw

from the female lineage and prioritize women's rights than men’s, including rights in terms of management

Pusako. Issues regarding communal land involved some disputes which frequently arise among people in

Minangkabau. One of mechanism of these disputes settlement are done through Kerapatan Adat Nagari

which stipulated under Law No. 13 of 1983 regarding Nagari As Indigenous Peoples Unity In the Province

of West Sumatra. Aforementioned issue is interesting to be studied further under the question of how is the

role of Kerapatan Adat Nagari in resolving communal land problems or disputes in Minangkabau especially

in Nagari Sulit Air. The method used in this research is socio-juridical approach which based on primary

data and secondarydata. Hence, the research result is that nowadays the role of Kerapatan Adat Nagari Sulit

Air is weakening and declining.
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